




Kajian dalam penelitian terdahulu yang diperoleh sebagai berikut:
1. Siska Wahyu Rahmawati dkk (2017) yang dimana mengkaji penelitian
“Penerapan Sapta Pesona pada Desa Wisata ( Analisis Presepsi
Wisatawan atas Layanan Penyedia Jasa di Kampung Wisata Kungkuk,
Desa Punten, Kota Batu)”. Yang dimana didalam penelitin ini
merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menerepkan pendekatan
campuran. Sasaran atau sample dalam penelitian ini merupakan para
pengujung atau wisatawan yang datang di Kampung Wisata Kungkung
yang dimana diperoleh jumlah responden sebanyak 40 orang. Hasil
yang diperoleh dalam penelitian, penerapan Sapta Pesona di Kampung
Wisata Kungkuk pada penerapan ketujuhnya sudah baik namun masih
ada beberapa yang belum optimal terutama pada unsur kebersihan dan
kenangan. Persamaan dalam penelitian ini mengenai Sapta Pesona di
sebuah daerah tujuan wisata dan memiliki perbedaan pada subyek
yang dikaji.
2. Supriono dan Topowijono (2018) melakukan penelitian dengan judul
“Analis Sapta Pesona (tujuh elemen) implementasi desa wisata: studi
pada wisata pujon kidul Malang)”. Yang dimana penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Sasaran
penelitian ini atau sample yang digunakan kepala desa, masyarakat,
koordinator desa wisata dan wisatawan yang sedang berkunjung di
desa wisata pujon kidul. Hasil yang diperoleh dari penelitiannya
menujukkan bahwa penerapan sapta pesona di desa wisata pujon kidul
sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini didukung dengan tidak adanya
keluhan dari wisatawan yang berkunjung didesa wisata pujon kidul.
Persamaan dalam penelitian ini membahas mengenai penerapan dan
pelaksanaan Sapta Pesona di Desa Wisata dan yang membedakan
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hanya sedikit terletak pada pendekatan penelitiannya dan kajian dalam
unsur utama sapta pesona.
3. Putri Andriana (2019) yang dimana mengkaji penelitian “Perilaku
Masyarakat dalam menunjang Program Sapta Pesona di Desa Wisata
Nongkosawit Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Yang dimana
dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Sasaran atau sample dalam penelitian ini
merupakan masyarakat yang terkait dalam kegiatan kepariwisataan
yang adai di Desa Nongkosawit, dengan jumlah reponden 47 orang.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa atraksi wisata dari
tiga indikator wisata didesa wisata nongkosawit terpenuhi, Atraksi
yang telah ada tersebut dilengkapi dengan adanya transportasi,
akomodasi, fasilitas pelayanan dan infrastruktur untuk mendukung
kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata Nongkosawit. Perilaku
masyarakat dalam menunjang program Sapta Pesona yang dihitung
menggunakan statistik deskriptif termasuk kriteria baik. Persamaan
dalam penelitian ini sama – sama mengkaji Sapta Pesona di Sebuah
daerah tujuan wisata yang membedakan hanya subyek yang akan
dikaji.
4. Fatkhul Azmi (2019), yang dimana mengkaji penelitian “Sapta Pesona
Wisata Religi (Analisis Wisata Religi Kompleks Makam Auliya Desa
Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang). Yang dimana
didalam penelitian menggunakan metode kualitatif, dimana metode
penelitian ini dilaksanakan dengan penelitian lapangan dan sumber
data yang diperoleh melalui sumber data Primer dan Sekunder.
Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode
Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Kompleks Makam Auliya Desa Wonobodro
Kecamatan Blado Kabupaten Batang memiliki potensi dan daya tarik
wisata yang cukup besar, karena itu berdasarkan temuan penelitian
bahwa Sapta Pesona Wisata Religi Makam Auliya Desa Wonobodro
telah dikelola secara profesional dengan. Pada intinya faktor
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pendukung dalam pelaksanaan Sapta Pesona di Komplekss Makam
Auliya Desa Wonobodro sudah berupaya dengan memberikan
fasilitasfaslitas dan pendukung yang diperlukan peziarah, sedangkan
faktor penghambatnya yaitu lebih banyak berkaitan dengan sarana dan
prasarana, serta masih kurangnya dukungan dari pemerintah.
Persamaan dalam penelitian ini sama – sama mengkaji Sapta Pesona di





Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang ditujukan untuk
memecahkan masalah dan masalah yang banyak berkembang dalam suatu
masyarakat. Diharapkan permasalahan dan permasalahan yang muncul di daerah
dapat diselesaikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Ada banyak definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli.
Menurut WI, Jenkins (1978) menyatakan bahwa kebijakan publik
menentukan seperangkat hubungan timbal balik yang diambil oleh aktor politik
atau kelompok aktor dalam kaitannya dengan tujuan dan keadaan pilihan mereka
dan bagaimana mencapainya. Keputusan-keputusan tersebut pada prinsipnya
masih dalam kewenangan para aktor tersebut.1 Berdasarkan definisi tersebut,
dapat dikatakan bahwa kebijakan publik diputuskan oleh aktor politik atau
kelompok politik yang berkepentingan untuk mencapai suatu tujuan dimana
keputusan tersebut masih didasarkan pada batas-batas haknya atas subyek tersebut.
1 Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model
Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal:15
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Sedangkan menurut Lemieux, kebijakan publik adalah produk kegiatan yang
ditujukan untuk memecahkan masalah publik yang timbul dalam lingkungan
tertentu oleh aktor politik dengan hubungan yang terstruktur. Seluruh operasi
berlangsung sepanjang waktu.2
Dalam proses perumusan kebijakan publik, beberapa langkah harus dilakukan.
Menurut William Dunn, proses pembuatan kebijakan publik merupakan konsep
yang kompleks karena mencakup banyak alur proses dan terdapat 5 tahapan dalam
pembuatan kebijakan publik, khususnya sebagai berikut :
Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik
Sumber : Data Sekunder, diolah oleh peneliti3
Berdasarkan proses pembuatan kebijakan di atas, dapat diketahui bahwa ada 5
kunci proses pembuatan kebijakan publik, antara lain : Pertama, agenda setting
yaitu langkah mengumpulkan informasi tentang masalah yang sedang dihadapi
negara dan masalah apa yang dihadapi. yang berkembang di masyarakat, yang
kedua adalah perumusan kebijakan, yaitu tahap dimana pemerintah mulai
merumuskan beberapa kebijakan yang dapat dijadikan alternatif pemecahan
masalah yang ada, tentunya dengan memperhatikan konsekuensi jika diterapkan,
ketiga adalah adopsi kebijakan dimana pemerintah mulai menentukan
2 Ibid, Hal : 15













mengidentifikasi dan menentukan kebijakan apa yang akan digunakan untuk
mengatasi masalah dan isu, keempat adalah khususnya implementasi kebijakan
pada tahap ini, kebijakan tersebut telah ditetapkan kemudian diimplementasikan
dan dipantau kepatuhannya dengan yang telah ditetapkan rencana untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. ditentukan, kemudian langkah kelima yaitu
review/evaluasi kebijakan, merupakan tahap evaluasi setelah implementasinya
dan menentukan sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan setelah
implementasinya, apakah sesuai atau tidak dengan tujuan yang telah ditetapkan.
b. Implemntasi
Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik dilakukan oleh instansi
pemerintah. Organisasi-organisasi ini melakukan tugas pemerintah sehari-hari
yang berdampak pada warganya.4 Dapat dipahami bahwa pemerintah melakukan
proses pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan kebijakan tersebut.
Kompleksitas implementasi tidak hanya dinyatakan dalam jumlah aktor atau
unit organisasi yang terlibat, tetapi karena proses implementasi dipengaruhi oleh
sejumlah variabel kompleks, baik variabel individu maupun organisasi, dengan
setiap interaksi variabel yang mempengaruhi tersebut.5
Dalam proses implementasi memiliki beberapa elemen atau variabel yang
saling terkait satu sama lain. Namun, keberhasilan atau kegagalan suatu
implementasi tidak ditentukan oleh faktor atau jumlah variabel. Hal ini karena
unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan saling berhubungan.
4 Subarsono, 2015, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, Hal : 87.
5 Ibid, Hal : 89
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Ada banyak teori yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan proses
kinerja, termasuk teori George C. Edwards III, Merilee S. Grindle, dan Daniel A.
Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Van Meter dan Van Horn, dan Cheema dan
Rondinelli, dan David L Weimer dan Aidan R. Vining. Semua teori di atas
memiliki faktor dan variabel yang berbeda.
Dikarenakan peneliti lebih fokus kepada kedua variable sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Edwards III. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa
Edwards III mengemukakan bahwa ada 4 faktor menjadi keberlangungnya
implementasi kebijakan, sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
teori implementasi oleh Edwards III.
c. Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan sebelum tahun 1970-an belum mendapat perhatian
serius dari administrator publik, meskipun studi kebijakan publik mulai
berkembang pada tahun 1950-an, seperti yang dikemukakan oleh Edwards. untuk
implementasi dan penegakan kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Edwards
III (1980; 910), sebagai berikut : “ four critical factors or variabels in
implementing public policy: communication, resourcess, dispositions or attitudes,
and bureaucratic structure”. Apakah keempat faktor atau variabel tersebut
merupakan gejala yang menjelaskan mengapa kebijakan yang direkonstruksi tidak
dilaksanakan sesuai dengan tujuan implementasinya? Empat faktor atau variabel
penyebab tidak terlaksananya kebijakan atau program tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Komunikasi (communication), merupakan dimensi penting bagi
administrator publik dalam mengimplementasikan kebijakan, khususnya
untuk pencapaian efektivitas program melalui transmisi personal yang
tepat, jelasnya perintah yang diinstruksikan oleh atasan dalam
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pelaksanaan dilapangan, dan kekonsistenan pelaksanaan keputusan atau
program oleh semua pelaksana maupun atasan pemberi intruksi.
Ada 3 aspek penting dalam dimensi komunikasi ini, yaitu menyangkut
indikator:
a) Transmisi (transmission), administrator publik harus memahami,
memahami sepenuhnya keputusannya dan bersedia melaksanakan
imperatif yang diputuskan dalam setiap kebijakan atau program yang
akan dilaksanakan, hal ini tidak lepas dari keputusan tersebut, hal ini
berkaitan dengan:
1) Adanya kontradisi pendapat oleh para pelaksana dilapangan
terhadap perintah yang di lakukan oleh pejabat yang
mengintruksikan mapun pengambil kebijakan (disagreement of
implementers);
2) Adanya distorsi informasi melalui jenjang hirarki birokrasi pemberi
perintah yang berlapis-lapis (distortion may arise as information
passes through multiple layers of the bureaucratic hierarchy);
3) Adanya penafsiran perintah yang diterima pelaksana terhambat
oleh persepsi selektif dan ketidaktauan pelaksana untuk
persyaratan-persyaratan kebijakan yang telah ditentukan
(implementers selective perception and disinclination to know
about a policy’s requirements)
b) Kejelasan (clarity), implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh
implementasi harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dengan
pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis yang dipahami secara
cermat dan menyeluruh.
c) Konsisten (consistency), efektifitas implementasi suatu kebijakan
diimplementasikan jika dapat diimplementasikan secara konsisten
dengan memprediksi kemungkinan implementasi di situs target yang
jelas berdasarkan konsistensi pembuat kebijakan. Pada level tertinggi,
inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan hingga penegakan di
lapangan sangat mungkin mendistorsi pencapaian program.
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d) Implementasi kebijakan dilakukan secara efektif melalui komunikasi
pedoman yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sumber-sumber (resources), implementasi kebijakan tidak akan berjalan
efektiv dalam pelaksanaanya bila daya dukung sumber daya lemah atau
kurang, sebagimana dikemukakan oleh Edwards III (1980), Ada
beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan pada dimensi sumber
daya dalam implementasi kebijakan yaitu :
a. Jumlah staf yang memadai baik cukup secara:
1) Komunitas maupun cakap secara kualitas ketrampilanya (skill)
dalam melaksanakan intruksi-instruksi kebijakan dilapangan
melalui keahlian dan latian;
2) Motifasi; dan
3) Informasi (information), yang tercakup dalam dua bentuk:
a) Informasi Informasi tentang langkah-langkah untuk
menerapkan kebijakan pelaksana: bagaimana menerapkannya,
apa yang perlu dilakukan, dan apa yang perlu dilakukan.
b) Data tentang ketaatan para pelaksana terhadap instruksi,
peraturan atau UU yang dilaksanakanya ditaati atau tidak.
c) Sarana (facilities), sebagai kapasitas untuk membantu
pelaksanaan kebijakan, meliputi keberadaan gedung (building),
perlengkapan (equipment) dan perbekalan (supplies).
3. Kecenderungan-kecenderungan (disposition), yaitu terjadinya
kecenderungan sebagai berikut :
1. Dampak disposisi, yaitu:
a. Adanya homogenitas administrator, dan
b. Berkembangnya pandangan parokial, yaitu terjadinya hubungan
senior yunior dan pengaruh lingkungan.
2. Birokrasi staf, yaitu terjadinya pengangkatan birokrat.
3. Manipulasi insentif-insentif
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Setiap pelaksanaan kebijakan dipandu oleh atasan melalui komunikasi,
persuasi, dan perilaku yang diterima dengan baik dari pengelola, sehingga
pelaksanaan kebijakan atau program akan berjalan dengan lancar. Namun
jika yang terjadi sebaliknya, implementasi akan sulit bahkan gagal dalam
proses implementasi, seperti yang dikemukakan oleh Edwards III (1980;
89). sebagai berikut :
“If imlementers are will-disposed toward a particular policy, their are
more likely to carry out as the original decision maker intended. But when
the implemenors attitudes or perpestif defferent from the decision makers,
the process of implementing a policy becomes infinitely more
complicated”.
Beberapa kebijakan termasuk dalam area ketidakpedulian administrator.
Kebijakan dapat menyebabkan crash selama implementasi. Hal ini tentu
saja menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan kebijakan seperti yang
dijelaskan oleh Edwards III (1980; 114) berikut ini :
“Some policies fall within the ‘Zone Indiference’ of administrator others
elicit strong feelings, these policies may conflict with implementatot
subtantive policy view or the proposal or the organizational interest, it is
here that disposition pose obstacles to implementation”.
Sangat mungkin bahwa penegakan jika penegak tidak setuju
dengan isi kebijakan yang harus ditegakkan, cenderung mencegah
kebijakan itu ditegakkan. Beberapa pemimpin aktivitas mengantisipasi
oposisi dan mempertahankan atau mengharapkan stabilitas kebijakan,
sehingga pelaksana mengkonfirmasi implementasi kebijakan yang telah
sepakat untuk bekerja mencapai tujuan lain: Situasi kompleks yang sama
yang Anda lakukan dapat menghambat implementasi Anda. Edwards III
(1980; 115).
Di sisi lain, pendapat di dalam suatu instansi, kementerian, bahkan
sub bagian berbeda dalam interpretasi implementasi kebijakan.
Ketidaksepakatan antar pelaksana akan menghambat kerjasama dan
implementasi kebijakan. Setiap bidang yang menjadi kebijakan akan
27
beradaptasi dengan prioritas kebijakan yang berbeda. Keduanya
melibatkan keterlibatan yang berbeda dan cara pemecahan masalah yang
berbeda, seperti yang dikemukakan oleh Edwards III (1980; 116),
Mengubah birokrasi pemerintahan memang sulit, dan tidak menjamin
kelancaran implementasi kebijakan. Teknik potensial untuk mengubah
'masalah pelaku tetap dapat membuat kebijakan relevan dengan tujuan
mengubah sikap pelaku dengan memanipulasi insentif, seperti yang
dinyatakan oleh Edwards III (1980; 116).
Dalam implementasi kebijakan menyoroti betapa sulitnya
mengimplementasikan suatu kebijakan atau program ketika pelaksana
pemerintah menghadapi masalah dengan interpretasi kebijakan
implementasi entitas yang bertanggung jawab itu sendiri.
4. Struktur Birokrasi (bureuacratic structure)
Birokrasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan,
meskipun merupakan organisasi dan kelompok besar, yang mendominasi
dan tidak mampu melaksanakannya. Birokrasi mungkin ada di setiap
periode Edward III menekankan bahwa birokrasi jarang mati. Ada dua
karakteristik dalam struktur birokrasi menurut pandangan Edward III,
yaitu:
a. Standart Operating Procedures (SOP), yaitu berkaitan dengan:
1) Masalah-masalah sosial dan urusan publik;
2) Intruksi yang dominan pada tahap-tahap yang berbeda; dan
3) Tujuan yang berbeda berada pada lingkungan yang luas dan
komlplek.
SOP pada dasarnya merupakan tatanan prosedur kerja birolrasi dalam
melaksanakan fungsi dan tugasnya, yang secara internal birokrasi dapat
mengatur sumber-sumber yang dimilikinya, baik berkaitan dengan sumber
daya manusia, waktu sarana dan prasarana.
b. Fragmentation (fragmentasi), yaitu berkaitan dengan;
1) Survive ialah kekuatan untuk tetap bertahan hidup; dan
2) Bukan pilihan-pilihan netral dalam suatu kebijakan
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Fragmentasi adalah kemampuan birokrasi menghadapi faktor eksternal yang
dapat mempengaruhi birokrasi, baik berupa arahan (LSM, partai politik dan
organisasi profesi) maupun pengetahuan, suprastruktur (legislatif, eksekutif, dan
lembaga negara lainnya).
Di sisi lain, Edwards III juga menunjukkan bahwa di antara empat faktor
yang mempengaruhi implementasi kebijakan, terdapat interaksi langsung dan
tidak langsung di antara faktor-faktor tersebut seperti yang disebutkannya, bahwa
pengaruh interkasi langsung dan tidak langsung dari keempat faktor tersebut
terhadap imlementasi kebijakan, sebaimana terlihat pada gambar 2 di bawah ini :
Gambar 2.






Sumber :Edward III (1980)
Model yang dikemukakan oleh edwards III ini sifatnya top down dan cocok
diimplementasikan pada level birokrasi yang terstruktur pada suatu lembaga
pemerintah, dalam hal ini setiap level hirarchi mempinyai peran sesuai dengan
fungsi dalam penjabaran kebijakan yang akan dilaksanakan dan akan
memudahkan terhadap implementasi suatu kebijakan pada masing-masing level
birokrasi, pemerintah kabupaten/kota, sampai ketingkat pelaksana dilapangan.
Model ini akan efektif bila perumusan kebijakan yang akan di buatnya
memperhatikan dan memperediksikan implementasi kebijakan yang akan
dilaksanakan, Hal ini untuk menghindari terjadinya rintangan dan hambatan
dalam implementasi yang disebabkan oleh karena kekurang jelasan kebijakan dan
kurangnya representasif terhadap keinginan masyrakat atau para pihak yang akan
terkena oleh kebijakan tersebut.
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2. Sapta Pesona
Mendirikan suatu tempat pariwisata atau tempat wisata harus
memperhatikan berbagai aspek yang dimana sangat penting dalam dunia
pariwisata menurut Ngare.6 Hal penting tabg ada didalam lingkup dunia
pariwisata ialah salah satunya merupakan sapta pesona:
a. Awal Mula Sapta Pesona
Sapta Pesona atau Tujuh Pesona pertamakali disebutkan didalam tujuh
strategi kebijakan pariwisata di Pelita V yang telah diterapkan setelah
mengikuti pertemuan pasar pariwisata dunai (WTM) yang dimana dengan
dimulainya wra promosi pariwisata internasional.7 Setelah melaksanakan
pertemuan tersebut, keluarlah 7 kebijakan strategi pokok pariwisata dari
pemerintah yang dimana di dalamnya salah satunya mengandung
pelaksanaan kampanye wisata yang melalui Sapta Pesona. Dan pada
akhirnya Sapta Pesona mulai digunakan di kalangan umum dan di
kampanye kan sebagai konsisi yang diwujudkan disetiap objek dan daya
tarik wisata di Indonesia.8 Yang dimana sebenarnya ketujuh pokok
pariwisata tersebut antara lain:
1. Promisi pariwisata yang konsisten
2. Penambahan aksetabilitas
3. Mempertinggi kualitas pelayanan dalam produk pariwisata
4. Pengembangan daerah tujuan wisata
5. Promosi daya tarik alam, satwa, dan wisata bahari
6. Mempertinggi kualitas SDM
7. Melaksanakan kampanye wisata melalui sapta pesona
(sumber: Komsary, 2015)
6 Hamxah Faizal dan Eko Tri Utomo. (2016) Implementasi Sapta Pesona Pada Museum Mandala
Wangsit Siliwangi Kota Bandung. Jurnal Pariwisata Hlm. 119
7 Topowijono dan Supriyono. (2018). Analysis of Sapta Pesona (Seven
Enchantments) Implementation in Tourism Village: Study at Pujon Kidul Tourism Village of
Malang Regency, Indonesia. Proceeding of VSUET, hlm 459
8 Rahmawati, Wahyu Siska, Sunarti, dan Luchman Hakim. (2017). Penerapan Sapta Pesona Pada
Desa Wisata (Analisis Persepsi Wisatawan atas Layanan Penyedia Jasa di Kampung Wisata
Kungkuk, Desa Punten, Kota Batu). Jurnal Administrasi Bisnis, 50(2) hlm.196
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Sapta pesona kemudian menjadi sebuah program yang berdiri
sendiri yang dimana berdasar pada Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi Nomor. 5/UM.209/MPPT-89 tentang pedoman
penyelenggaran Sapta Pesona. Keputusan menteri ini mendefinisikan sapta
pesona sebagai kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka untuk
menarik daya minat dalam pariwisara yang akan berkunjung kesuatu
daerah atau wilayah di negara indonesia. Disebutkan pula bahwa didalam
sapta pesona terdiri dari tujuh unsur yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah,
ramah, dan kenangan. Tujuh unsur tersebut gencar dikampanyekan sebagai
prinsip utama dalam produk pariwisata indonesia yang dimana bersamaan
dengan dicanangkan Visit Indonesia Year (VIY) yang pertama pada tahun
1991. Keputusan menteri tersebut juga menetapkan logo sapta pesona yang
disajikan melalui matahari tersenyum dengan tujug buah pancaran sinar
yang mewakili ketujuh unsur sapta pesona.
b. Tinjauan Sadar wisata dalam Sapta Pesona
Sadar wisata merupakan suatu kondisi yang mengambarkan
partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam
mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan
berkembangnya kepariwisataan disuatu destinasi menurut pedoman
Kelompok sadar wisata (2012:11). Penjabaran didalam konsep sadar
wisata terkait dalam dukungan serta peran masyarakat sebagai tuan rumah
dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dalam suasana kondusif yang
mampu mendorong tumbuh dlaam berkembangnya industri pariwisata,
dalam perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan
unsur kenangan.
Dengan berdasarkan pada pelaksanaan panduan Sadar wisata,
didalam logo sapta pesona bentuk matahari tersenyum merepresentasikan
dalam semangat hidup dan kegembiraan yang senantiasa terpancar dari
matahari. Indonesia sebagai negara yang dilalui garis khatulistiwa, selalu
memiliki cukup sinar matahari yang menghangatkan ssepanjang tahunnya.
Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negra yang dilalui dalam
garis khatulistiwa, selalu memiliki cukup sinar matahari yang
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menghangatkan setiap tahunnya. Hal ini lah yang menjadi anugrah Tuhan
Yang Maha Esa sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan
(mancanegara) untuk berkunjung ke Indonesia. Tujuh sudut sinar yang
tersusun secara rapi tersebut dapat disebut sebagai surya tersenyum yang
untuk menggambarkan tujuh keunsur sapta pesona tersebut: yang dimana
isinya seperti Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah dan kenangan.
Wajah tersenyum terinspirasi dari wujud topeng tradisional Indonesia yang
melambangkan keunikan dakam ungkapan, bahwa dalam menyambut
wisatawan diperlukan penampilan yang ramah, berseri serta bersahabat.
Yang dimana gmbaran atau logo dari Sapta Pesona sebagai berikut:
Gambar : Logo Sapta Pesona
Sumber: ticjepara.com
Uraian makna dari unsur program sapta pesona lebih lanjut diterangkan
dalam bahan baku penyuluhan sadar wisata Departemen Pariwisata, Pos
dan Telekomunikasi Direktorat Jendral Pariwisata (1993:73-75) Sperti
berikut:
a. Aman
Aman merupakan suatu kondisi atau keadaan yang memberikan
suasana tenang dan rasa tentram bagi wisatawan. Aman juga berarti
bebas dari rasa takut dan khawatir akan keselamatan jiwa, raga dan
harta miliknya (barang bawaan dan yang melekat pada tubuhnya). Juga
berarti bebeas dari ancaman, gangguan dan tindak kekerasan atau
kejahatan. Aman dalam arti termasuk pula penggunaan sarana dan
prasaran serta fasilitas, yaitu baik dari gangguan teknis maupun
lainnya, karena sarana prasarana dan fasilitas tersebut terpelihara.
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Adapun bentuk aksi yang perlu di wujudkan terkait unsur aman antara
lain:
1. Tidak menggangu kenyamanan wisatawan yang sedang
berkunjunng;
2. Menolong dan melindungi wisatawan;
3. Menunjukkan rasa bersahabat terhadap wisatawan;
4. Memelihara keamanan lingkungan sekitar;
5. Membantu memberi informasi kepada wisatawan;
6. Menjada lingkungan yang bebas dari penyakit menular;
7. Meminimalkan resiko kecelakaan dalam penggunaan fasilitas
publik.
b. Tertib
Tertib merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan
suasana tertib dan teratur serta disiplin dalam semua kehidupan
masyarakat. Keadaan atau suasana tertib menghadapi wisatawan lebih
ditunjukan kepada tertib dari segi peraturan, tertib dari segi waktu,
tertib dari segi mutu pelayanan, tertib dari segi informasi. Adapun
bentuk aksi yang perlu di wujudkan terkait unsur aman antara lain:
1. Memelihara lingkungan dengan mentaati peraturan yang berlaku;
2. Disiplin waktu/tepat waktu;
3. Serba teratur, rapi dan lancar;
4. Mewujudkan budaya antri.
c. Bersih
Bersih merupakan suatu kondisi atau keadaan yang menampilkan sifat
bersih dan sehat (hygiene). Keadaan bersih harus selalu tercermin pada
lingkungan dan sarana pariwisata yang bersih dan rapi. Penggunaan
alat perlenkapan pelayanan yang selalu terawat baik, bersih dan bebas
dari bakteri dan hama penyakit. Makanan dan minuman yang sehat,
serta penampilan petugas pelayanan yang bersih baik fisik maupun
pakaian. Bersih dari segi lingkungan dimana wisatawan akan
menemukan lingkungan yang bersih dari sampah, limbah dan kotoran.
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Adapun bentuk aksi yang perlu di wujudkan terkait unsur aman antara
lain:
1. Tidak membuang sampah/ limbah sembarangan;
2. Menjaga kebersihan lingkungan objek dan daya tarik wisata serta
sarana prasarana pendukungnya;
3. Menjaga lingkungan yang bebas dari polusi udara (akibat asap
kendaraan, rokok atau bau lainnya);
4. Menyiapkan sajian makanan dan minuman yang higienis;
5. Menyiapkan perlengkapan penyajian makanan dan minuman yang
bersih;
6. Pakaian dan penampilan petugas bersih dan rapi.
d. Sejuk
Sejuk merupakan suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang
memberikan suasana segar, dan nyaman. Kondisi lingkungan seperti
itu tercipta denganupaya menciptakan suasana lingkungan, pertamanan,
penghijauan pad ajalur wisata. Memperrindah wajah kota dengan
pembangunan taman-taman ditemoat-tempat terbuka, penghijauan
sepanjang jalan, lingkungan dan perkantoran dan pusat perbelanjaan
serta lingkungan pemukiman penduduk dan objek wisata. Dalam
ruangan dapat diciptakan dengan penyediaan pot-pot tanaman serta
jika dimungkinkan membuat taman. Adapun bentuk aksi yang perlu di
wujudkan terkait unsur aman antara lain:
1. Melaksanakan penghijauan dengan menaman pohon;
2. Memelihara penghijauan diobjek dan daya tarik wisata serta jalur
wisata;
3. Menjaga kondisi sejuk dalam area publik/fasilitas umum, hotel,
penginapan, restoran dan sarana prasarana dan kompoen/fasilitas
kepariwisataan lainnya.
e. Indah
Indah merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan
penataan yang teratur, tertib, dan serasi sehingga dapat menciptakan
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atau memancarkan keindahan. Bahkan dapat memberikan rasa
kekaguman serta kesan yang mendalam bagi wisatawan dalam
melakukan perjalanan atau kunjungn ke daerah tersebut, sehingga
dengan memberikan kesan yang indag dapat mewujudkan potensi
kunjungan berukang serta dapat mendorong promosi pasar wisata yang
luas. Adapun bentuk aksi yang perlu di wujudkan terkait unsur aman
antara lain:
1. Menjaga objek dan daya tarik wisata dalam tatanan yang astetik,
alami dan harmoni;
2. Menjaga lingkungan dan tempat tinggal secara teratur dan serasi
serta menjaga karakter kelokalan;
3. Menjaga keindahan vegetasi, tanaman hias dan peneduh sebagai
elemen estetika lingkungan yang bersifat alami.
f. Ramah - tamah
Ramah-tamah merupakan sifat atau perilaku masyarakat yang sering
dikenal atau akarab dalam pergaulan, hormat dan sopan dalam
bekomunikasi, suka senyum, suka menyapa, suka memberikan
pelayanan dan ringan kaki untuk membantu tanpa pamrih, baik yang
diberikan pelayanan oleh petugas/aparat unsur pemerintah maupun
usaha pariwisata yang secara langsung melayaninya. Adapun bentuk
aksi yang perlu di wujudkan terkait unsur aman antara lain:
1. Bersikap sebagai tuan rumah yang baik serta selalu siap membantu
wisatawan;
2. Memberi informasi tentang adat istiadat secara sopan;
3. Menunjukkan sikap menghargai dan toleransi terhadap wisatwan;
4. Menampilkan senyum tulus.
g. Kenangan
Kenangan merupakan suatu bentuk pengalaman yang berkesan
didestinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang akan meberikan
rasa senang dan kenangan indag yang membekas bagi wisatawan
dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.
Melalui unsur kenangan agar para wisatwan dapat meperoleh
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kenangan yang indah dan mendalam dari tempat yang telah dikunjungi
serta akomodasi yang bersih, nyaman dengan pelayan ramah,
pertunjukan seni budaya yang tinggi nilainya, menikmati makanan
khas daerah yang lezat serta tersedianya cenderamata yang menarik
dan mudah dibawa pulang. Adapun bentuk aksi yang perlu di
wujudkan terkait unsur aman antara lain:
1. Menggali dan mengangkat keunikan budaya lokal;
2. Menyajikan makanan dan minuman khas lokal yang bersih, sehat
dan mearik.
Berikut ini merupakan butiran penjabaran dari ketujuh unsur sapta
pesona yang ditujuakan kepada pengelola objek dan daya tarik wisata
dalam memberikan pelayanan yang dimuat dalam bahan baku
penyuluhan sadar wisata (1993:84-87):
1. Aman
a. Menyediakan petugas keamanan intern (SATPAM) sehingga
aset perusahaan terjamin keamanannya.
b. Melaksanakan tindakan-tindakan preventif terhadap
kemungkinan terjadi kriminalitas dan tindakan yang dapat
merugikan wisatawan.
c. Menempatkan petugas keamanan secara tidak menyolok.
d. Memberikan informasi, tanda-tanda peringatan bahaya dalam
upaya mengamankan asset perusahaan dan keamanan
wisatawan.
e. Melakukan pemeliharaan, pemeriksaan secara terus menerus
terhadap sarana dan prasarana di usahanya masing-masing.
f. Bila terjadi suatu tindakan yang bersifat kriminalitas jangan
main hakim sendiri, tetapi pelaku atau kasusnya harus
diserahkan ke pihak yang berwajib.
g. Berperan secara aktif melaksanakan sistem keamanan
lingkungan masing-masing dan sekitarnya.
h. Menyediakan tenaga semacam life guard di tempat-tempat
kegiatan wisatawan agar sewaktu-waktu siap memberikan
36
pertolongan bila terjadi suatu yang dapat membahayakan
keselamatan jiwa, contoh; life guard untuk kolam renang,
pantai, danau.
2. Tertib
a. Senantiasa tepat waktu dalam memberikan pelayanan.
b. Petugas pelayanan harus terampil dan profosional.
c. Memberikan pelayanan informasi yang benar dan lengkap
tentang segala sesuatu yang diperlukan.
d. Mematuhi dan melaksanakan segala peraturan yang berkaitan
dengan pemberian jasa pelayanan.
e. Berperan serta memasyrakatkan budaya “antri” bagi para
pemakai jasa.
f. Mengatur penempatan iklan luar ruang (outdoor
advertisement).
g. Menegur para pengusaha jasa beserta jajarannya serta
wisatawan yang berpakian tidak sopan di terpat tertentu.
3. Bersih
a. Memelihara kebersihan di tempat usaha dan lingkungan
sekitarnya objek wisata serta menyediakan tempat
penampungan sampah yang memenuhi persyratan.
b. Menciptakan standar (SOP) kebersihan bahan, pengeloloaan
makanan dan minuman hotel, restoran dan usaha jasa boga
lainnya.
c. Menggunakan peralatan yang menjamin kebersihannya baik
dalam hygiene dan sanitasi dalam pemberian layanan jasa.
d. Menyediakan pakaian seragam yang sopan dan menarik untuk
petugas pelayanan.
e. Memeriksa peralatan dan perlengkapan petugas pelayanan
secara priodik.
f. Menyediakan fasilitas khusus karyawan.
g. Berpartisipasi aktif dalam menciptakan kebersihan lingkungan
diluar tempat tinggal.
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h. Menjaga kebersihan yang dikaitkan dengan kesehatan dan
keindahan.
4. Sejuk
a. Penataan bangunan, ruang dan komposisi warna yang
memberikan suasana sejuk, nyaman dan tenang bagi
wisatawan.
b. Menempatkan tanaman hidup di ruangan-ruangan makan dan
ruang tunggu.
c. Melakukan penghijauan di halaman lingkungan baik di sekitar
lokasi usahanya maupun di objek-objek wisata.
5. Indah
a. Penataan bangunan dan sarana usaha lainnya, misalnya alat
angkutan baik exterior maupun interior yang serasi dan selaras
dengan fungsi dan lingkungan di sekitarnya agar tercipta citra
kepribadian nasional.
b. Pembangunan sarana yang memperhatikan arsitektur dan sni
rupa setempat.
6. Keramah-tamahan
a. Petugas usaha pariwisata harus selalu bersikap ramah, sopan
dan simpatik.
b. Keramahan yang dimaksudkan harus wajar, luwes dan tegas
dengan memperhatikan kewaspadaan terhadap hal-hal yang
tidak kita harapkan.
7. Kenangan
a. Memberikan kenangan yang mengesankan melalui suasana
yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah dan nyaman di kamar,
lobby dan lingkungan sekitar akomodasi, objek wisata, serta
pelayanan yang ramah, profosional dan berkepribadian
indonesia.
b. Menampilkan atraksi budaya yang bervariasi dan khas daerah,
bermutu, continue dan tepat waktu serta tidak menimbulkan
rasa bosan dan jenuh.
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c. Mengenali masakan-masakan daerah yang dapat disajikan
kepada wisatawan.
d. Menjadikan cenderamata tyang mungil, menawan dengan
harga yang wajar, dapat berfungsi sebagai sarana promosi dan
membawakan cerita peristiwa.
Program sapta pesona tidak hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah selaku pembuat kebijakan umum juga menjadi tanggung jawab
masyarakat dan segenap pelaku usaha dibidang pariwisata. Sehubungan
dengan meningkatnya kinerja pembangunan pariwisata, maka dirasa perlu
adanya pengoptimalan dukungan, peran, dan partisipasi masyarakat dalam
kegiatan kepariwisataan dalam upaya mewujudkan iklim yang kondusif
untuk mendorong tumbuh kembangnya kegiatan pariwisata. Berdasarkan
hal tersebut, program sapta pesona kemudian disempurnakan dan menjadi
jabaran konsep sadar wisata. Penggunaan konsep sadar wisata ini
diperkuat ketika diterbitkannya Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor: PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang sadar wisata:
Dengan berlakunya peraturan ini maka keputusan menteri
pariwisata, pos dan telekomunikasi Nomor KM.52/UM.601/MPPT-
89 tenteng penyelenggaraan kampanye nasional sadar wisata dan
keputusan menteri pariwisata, pos dan telekomunikasi Nomor
KM.5/UM.209/MPPT-89 tentang pedoman penyelenggaraan sapta
pesona dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Sapta Pesona kemudian menjadi dasar bagi pelaksanaan konsep sadar
wisata sebagaimana tertulis dan peraturan menteri kebudayaan dan
pariwisata Nomor: PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata
sebagai berikut:
Dalam Pelaksanaan Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diupayakan dilakukan secara sinergi antara pemerintah dan
pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, akademisi, media
masa, dan organisasi kemasyarakatan dengan materi dasar jabaran
sapta pesona sesuai dengan panduan pelaksanaan sadar wisara.
[Pasal 4 ayat (2)].
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Penelitian ini menggunakan butir penjabaram dari unsur Sapta
Pesona yang dimuat dalam pedoman Kelompok Sadar Wisata (2012:12-16)
sebagai dasar atau acuan dalam melihat pelaksanaan ketujuh unsur sapta
pesona yang akan dievaluasi.
